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ABSTRAK 
 
 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH 
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS DI KABUPATEN LAMPUNG 

TENGAH 
 
 

Oleh 
 

Fitria Almaysuri 
 

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung 
dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan, menghadapi tantangan dalam 
pengelolaan volume sampah yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan 
sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah, serta mengidentifikasi faktor-
faktor penghambat dalam pelaksanaannya sesuai kebijakan Peraturan Bupati No. 
38 Tahun 2022. Fenomena permasalahan di wilayah ini adalah proses pelaksanaan 
kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis tidak sepenuhnya 
berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn 
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten 
Lampung Tengah masih belum berjalan secara optimal karena tingkat pengelolaan 
sampah rendah dan sampah tidak dikelola dengan baik. Beberapa faktor 
penghambat yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman, keterbatasan 
sumber daya, kondisi sosial serta cakupan wilayah yang tidak menyeluruh. Oleh 
karena itu, diperlukan prioritas dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, 
pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern, intensitas edukasi 
dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, 
masyarakat, dan mendorong investor untuk bekerja sama mencapai pengelolaan 
sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Lampung 
Tengah. 
 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Sampah Rumah 
Tangga, Lampung Tengah. 
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ABSTRACT 
 
 

IMPLEMENTATION OF HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR WASTE 
MANAGEMENT POLICY IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY 

 
 

By 
 

Fitria Almaysuri 
 
Central Lampung Regency, as one of the regions in Lampung Province with 
significant population growth, faces challenges in managing its increasing volume 
of waste. This study aims to analyze the implementation of household and similar 
waste management policies in Central Lampung Regency and identify inhibiting 
factors in its implementation in accordance with Regent Regulation No. 38 of 2022. 
The problematic phenomenon in this region is that the process of implementing 
household and similar waste management policies is not fully optimal. This study 
uses a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through 
interviews, observation, and documentation. The results of the study using the Van 
Meter and Van Horn model indicate that the implementation of waste management 
policies in Central Lampung Regency is still not optimal due to low levels of waste 
management and waste is not managed properly. Several inhibiting factors 
identified include lack of understanding, limited resources, social conditions, and 
incomplete coverage. Therefore, it is necessary for the local government to 
prioritize waste management, develop modern waste management infrastructure, 
intensify education and community empowerment, and increase synergy between 
the government and the community. This research also encourages investors to 
work together to achieve sustainable and environmentally friendly waste 
management in Central Lampung Regency. 
 
Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Household Waste, Central 
Lampung. 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan residu dari kegiatan manusia sehari-hari yang tidak lagi 

bernilai ekonomis dan perlu dikelola secara sistematis agar tidak mencemari 

lingkungan (Damanhuri, 2020). Selain itu, pengertian lain sampah berdasarkan 

World Health Organization (WHO) yaitu sampah merupakan bahan yang tidak 

digunakan, tidak diinginkan, serta dipakai lagi, baik yang bersumber dari 

aktivitas makhluk hidup maupun proses alam. Permasalahan umum sampah 

menjadi permasalahan krusial yang terjadi di berbagai macam negara, termasuk 

negara Indonesia. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh serta berhubungan satu dengan lainnya yang meliputi pengurangan 

dan penanganan timbulan sampah. Penyebabnya mencakup beberapa faktor 

yaitu pertumbuhan penduduk, kurangnya infrastuktur pengelolaan sampah, 

serta perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan masih tinggi. 

Secara umum, jika dihadapkan dengan permasalahan pengelolaan sampah yang 

tidak efisien, seperti memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah serta 

pemrosesan akhir yang kurang maksimal, sehingga sampah sering menumpuk 

di tempat pembuangan akhir sampah serta dibuang secara ilegal. 

 

Berdasarkan jenisnya sampah dikelompokkan kedalam dua jenis, yakni sampah 

organik dan sampah anorganik. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

rumah tangga mencakup kedua jenis sampah yaitu sampah organik dan 

anorganik. Dalam UU No.18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah 

mendefinisikan sampah rumah tangga yaitu sampah yang bersumber dari 

aktivitas rumah tangga, tidak mencakup tinja maupun sampah spesifik. Contoh 

sampah rumah tangga yaitu sisa makanan, daun dan ranting kering, botol, 
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plastik, kertas, kaca dan kaleng. Sampah sejenis rumah tangga mencakup 

sampah yang bersumber dari  kawasan  komersial (kemasan makanan dan 

minuman), kawasan  industri (limbah industri), kawasan khusus, fasilitas sosial, 

fasilitas umum dan sebagainya. 

 

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis menjadi salah satu masalah 

lingkungan yang selalu berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah 

penduduk. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 69,9 juta ton. Dari 

komposisi sampah yang ada di Indonesia, didominasi oleh sampah rumah 

tangga 60,52%, sampah pasar 11,59%, sampah Kawasan 9,74%, sampah 

peniagaan 6,45%, sampah perkantoran 6%, sampah fasilitas publik 3,72% dan 

sampah lainnya 1,98%.  Hal ini menunjukkan komposisi sampah terbanyak di 

Indonesia yaitu sampah rumah tangga. 

 

Dampak limbah rumah tangga dan sampah sejenis terhadap lingkungan hidup 

yaitu pencemaran air, udara dan tanah. Sampah  yang  tidak diatasi secara  baik 

akan menjadi tantangan yang berdampak pada kesehatan manusia.  Peningkatan  

populasi lalat, tikus, serta hama pengganggu lainnya yang dapat menyebabkan  

peningkatan wabah penyakit menular. Sehingga hal ini harus diperhatikan 

secara serius oleh pemerintah untuk mencegah pencemaran lingkungan yang 

memerlukan adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai lingkungan hidup 

(Komarudin et al, 2023). 

 

Dengan ini pemerintah atau presiden menetapkan suatu kebijakan yaitu 

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional (Jakstranas) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis rumah tangga. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan 

sampah. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan 

pengelolaan sampah di Indonesia dengan target yang telah ditentukan yaitu 

pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70%. 
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Kementerian Lingkungan dan Kehutanan juga mendorong pemerintah daerah 

untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah yaitu Kebijakan dan 

Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan dan 

Kehutanan terdapat 21 provinsi dan 353 Kabupaten yang telah menetapkan 

dokumen kebijakan dan strategi daerah. 

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang merancang dokumen 

Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah Provinsi Lampung 

memiliki permasalahan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga serta 

sampah sejenis. Berikut terdapat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia mengenai jumlah timbulan sampah di Provinsi 

Lampung: 

 

Tabel 1. Data Jumlah Timbulan Sampah Tahun 2023 Provinsi Lampung 

Kabupaten Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa) 

Timbulan 
Sampah 

(Ton/Tahun) 

Pengurangan 
Sampah 

(Ton/Tahun) 

% 
Penguran

gan 
Sampah 

Penanganan 
Sampah 

(Ton/Tahun) 

% 
Penanga

nan 
sampah 

Lampung 
Tengah 

1.508,33 251,850.93 25,387.42 10.08 52,719.51 20.93 

Tulang 
Bawang 

445,17 63,300.93 0.15 0.00 4,336.20 6.85 

Tanggamu
s 

662,54 134,920.35 5,990.16 4.44 10,565.44 7.83 

Lampung 
Timur 

1.142,58 207,581.71 0.00 0.00 1,091.35 0.53 

Way 
Kanan 

491,11 70,647.06 2,294.70 3.25 6,717.15 9.51 

Pesawaran 494,28 70,907.97 879.83 1.24 19,710.00 27.80 
Pringsewu 419,59 59,628.59 6,961.26 11.67 16,094.45 26.99 

Tulang 
Bawang 

Barat 

295,94 42,284.52 8,107.26 19.17 13,140.00 31.08 

Pesisir 
Barat 

169,75 24,063.14 - - 1,846.66 7.67 

Bandar 
Lampung 

1.202,07 287,058.27 13,534.91 4.72 266,450.00 92.82 

Metro 173,87 38,568.31 6,802.42 17.64 28,071.31 72.78 
Total 9.313,99 1.250.811,78 69.958,11 72.21 420.742,97 304.79 

 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
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Berdasarkan tabel diatas terdapat data jumlah timbulan sampah, data 

pengurangan dan data penanganan sampah tahun 2023 di Provinsi Lampung. 

Dapat disimpulkan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan yang pertama 

dengan jumlah timbulan sampah 287,058.27 Ton/Tahun. Setelah itu Kabupaten 

Lampung Tengah menjadi daerah kedua dengan jumlah timbulan sampah 

terbanyak yaitu 251,850.93 Ton/Tahun. 

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 

desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Lampung. Berikut ini 

jumlah timbulan sampah 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dari 

2022-2024: 

 

Tabel 2. Jumlah berat timbulan sampah (ton/tahun) per kecamatan di 
Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 sampai 2024 

No Kecamatan Timbulan 
sampah tahun 

2022 

Timbulan 
sampah tahun 

2023 

Timbulan 
sampah tahun 

2024 
1. Padang Ratu 6.733 6.751 6.928 
2. Selagai Lingga 4.621 4.650 4.737 
3. Pubian 5.720 5.733 5.889 
4. Anak Tuha 5.130 5.160 5.261 
5. Anak Ratu Aji 2.187 2.193 2.251 
6. Kalirejo 9.204 9.262 9.437 
7. Sendang Agung 5.144 5.159 5.292 
8. Bangun Rejo 7.730 7.744 7.961 
9. Gunung Sugih 9.307 9.397 9.510 
10. Bekri 3.675 3.702 3.764 
11. Bumi Ratu Nuban 4.330 4.375 4.421 
12. Trimurjo 7.008 7.038 7.200 
13. Punggur 5.387 5.437 5.507 
14. Kota Gajah 4.580 4.608 4.697 
15. Seputih Raman 6.597 6.637 6.765 
16. Terbanggi Besar 16.429 16.641 16.733 
17. Seputih Agung 6.843 6.906 6.997 
18. Way Pengubuan 12.047 12.300 12.168 
19. Terusan Nunyai 11.593 11.548 12.002 
20. Seputih Mataram 12.876 12.934 13.219 
21. Bandar Mataram 12.011 12.178 12.497 
22. Seputih Banyak 12.248 12.360 12.516 
23. Way Seputih 5.017 5.069 5.121 
24. Rumbia 9.606 9.666 9.844 
25. Bumi Nabung 8.574 8.603 8.814 
26. Putra Rumbia 4.916 4.944 5.041 
27. Seputih Surabaya 12.547 12.610 12.874 
28. Bandar Surabaya 9.154 9.194 9.398 

 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah  
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Adapun data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia mengenai persentase komposisi sampah berdasarkan sumber sampah 

di Kabupaten Lampung Tengah: 

 

 
 

Gambar 1. Komposisi sampah Kabupaten Lampung Tengah 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
 

Berdasarkan data komposisi sampah diatas diketahui bahwa jenis sampah yang 

paling tinggi adalah sampah jenis rumah tangga dengan persentase 73%, pasar 

13%, perniagaan 3%, fasilitas publik 3% serta Kawasan 2% dan lain sebagainya 

5%. Dapat dilihat sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah 

terbesar di Kabupaten Lampung Tengah hinga mencapai total persentase 73%. 

 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah merancang kebijakan yang 

mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dalam Peraturan Bupati 

Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi 

Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga. Jakstrada merupakan arah kebijakan dan strategi 

yang terpadu dan berkelanjutan dalam penanganan dan pengurangan sampah 

rumah tangga di tingkat kabupaten. Adapun isi kebijakan tersebut: 

Bab 1: Ketentuan umum. 

Bab 2: Arah kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis. 
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Bab 3: Penyelenggaraan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sejenis. 

Bab 4: Pendanaan penyelenggaraan kebijakan dan strategi daerah dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis 

Bab 5: Ketentuan penutup. 

 

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 

pada bab 2 pasal 3 dijelaskan arah kebijakan pengurangan dan penanganan 

sampah. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis meliputi 

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan 

kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 

pemrosesan akhir.  

 

Selanjutnya pada bab 2 pasal 5 memiliki target pengurangan dan penanganan 

sampah, yaitu pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah 

tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dan target penanganan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari 

angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sebelum adanya 

kebijakan dan strategi nasional pengurangan dan penanganan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis di tahun 2025. Menurut data dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lampung Tengah mengenai capaian kinerja pengelolaan 

sampah sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun Timbulan 
Sampah 

(Ton/Tahun) 

Pengurangan 
Sampah 

(Ton/Tahun) 

% 
Pengurangan 

Sampah 

Penanganan 
Sampah 

(Ton/Tahun) 

% 
Penanganan 

sampah 
2022 287,993.98 19,698.79 6.84 37,433.21 12.99 
2023 251,850.93 25,387.42 10.08 52,719.51 20.93 
2024 272,756.78 30,496.97 11.18 60,384.50 22.14 

 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 
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Terlihat pada tabel capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung 

Tengah pada tahun 2022, 2023 dan 2024 belum memenuhi target kebijakan 

yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung 

Tengah Nomor 38 Tahun 2022 yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% 

penanganan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah masih menghadapi 

berbagai hambatan yang perlu diidentifikasi dan dievaluasi lebih lanjut. 

 

Pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya 

melaksanakan target pengurangan dan penanganan kebijakan dilakukan dalam 

bentuk yaitu pengurangan dengan membatasi timbulan sampah, membentuk 

bank sampah dan penyediaan sarana dan prasarana. Serta penanganan dengan 

sistem konvensional (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pembuangan akhir). Pengelolaan sampah pada bank sampah yang ada di 

Kabupaten Lampung Tengah belum tersebar secara merata dan proses 

pengolahan sampah yang dilakukan pada bank sampah belum sepenuhnya 

melibatkan masyarakat. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) terhambat di Kabupaten Lampung Tengah karena dari segi jumlah 

TPS3R, kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pengolahan sampah 

berkelanjutan dan juga kurangnya dukungan edukasi ke masyarakat mengenai 

metode pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lampung Tengah juga bekerja sama dengan perangkat daerah 

Kabupaten Lampung Tengah seperti camat, lurah untuk bertugas bertanggung 

jawab dalam pengelolaan sampah di daerahnya. 

 

Beberapa kota di Indonesia yang menjadi acuan dalam pengelolaan sampah 

yaitu dengan menerapkan program, teknologi canggih untuk penanganan 

sampah dan menerapkan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam 

penanganan sampah. Contoh kota yang telah berhasil menerapkan metode 3R 

yaitu Kota Surabaya Kota ini menjadi salah satu percontohan sukses penerapan 

3R, khususnya dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA 

Benowo. Surabaya telah memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk 
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mengubah sampah menjadi energi, mendukung sistem ekonomi sirkular, dan 

mengurangi volume sampah secara signifikan. Konsep ini juga didukung oleh 

kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah yang kuat. Kota kedua 

yaitu Kota Bandung ini menerapkan berbagai inisiatif seperti pemilahan sampah 

organik dan anorganik serta program edukasi masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya metode pengelolaan sampah 3R.  

 

Disimpulkan dari latar belakang di atas pada data Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai jumlah timbulan sampah 

di Provinsi Lampung bahwa Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten 

nomor kedua yang memiliki jumlah timbulan sampah terbanyak dan menjadi 

daerah yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Lampung. 

Berdasarkan data laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 

Tengah belum mencapai tujuan dari Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 38 

Tahun 2022 yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 

sebesar 70%. Selain itu, sarana seperti truk sampah, gerobak sampah dan alat 

berat lainnya serta prasarana seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pengelola sampah di Kabupaten Lampung 

Tengah belum tersebar secara merata dan berfokus di wilayah pusat kota. Selain 

itu jenis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kabupaten Lampung Tengah 

masih berjenis open dumping yaitu sampah dibuang begitu saja di tanah 

cekungan terbuka tanpa pengolahan lebih lanjut. Cara ini dirasa sangat 

sederhana, tetapi dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi proses target 

penanganan sampah di pemrosesan akhir karena tidak ada proses pengolahan 

lebih lanjut sampah. Hal lainnya yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat untuk mengelola sampah. 

 

Implementasi kebijakan publik menjadi tahap terpenting pada siklus kebijakan 

yang menjadi penentu apakah tujuan kebijakan tercapai atau tidak (Hermanto 

Suaib, 2022). Kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yaitu salah satu 

kebijakan yang dapat di implementasikan dengan tujuan yang baik, tetapi 

apabila kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik maka kebijakan ini tidak 
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berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 

menarik judul penelitian “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH 

SEJENIS DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana iimplementasi ikebijakan ipengelolaan isampah irumah itangga 

idan isampah isejenis idi iKabupaten iLampung iTengah? 

2.  Apa isaja ifaktor ipenghambat idalam iimplementasi ikebijakan 

ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idi iKabupaten 

iLampung iTengah? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dengan ini tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Memperoleh ideskripsi isecara imendalam imengenai iimplementasi 

ikebijakan ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idi 

iKabupaten iLampung iTengah 

2.  Mengidentifikasi ifaktor ipenghambat idalam iimplementasi ikebijakan 

ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idi iKabupaten 

iLampung iTengah. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan itujuan ipenelitian itersebut, imaka ipenelitian iini idiharapkan 

imempunyai imanfaat idalam ipendidikan ibaik isecara ilangsung imaupun 

itidak ilangsung. iAdapun imanfaat ipenelitian iini iadalah isebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara iteoritis ihasil ipenelitian iini idapat imemperluas iwawasan idan 

ipengetahuan imengenai ipenerapan isebuah ikebijakan ipublik imengenai 

ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idi itingkat 

ikabupaten imelalui iperspektif iilmu iyang ididapat iselama perkuliahan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak diantaranya yaitu: 

1. Pemerintah  

Penelitian iini idiharapkan imemberikan imanfaat ipraktis idengan 

imenghasilkan irekomendasi isaran iuntuk iDinas iLingkungan iHidup 

iKabupaten iLampung iTengah iyang iberkaitan idengan ipenerapan 

ikebijakan ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis 

iuntuk imeningkatkan iefektivitas idan iefisiensi ipengelolaan isampah 

irumah itangga idan isampah isejenis. 

 

2. Akademis 

Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imenambah ireferensi iilmiah 

idan imemberikan ikontribusi ibagi iperkembangan iilmu ipengetahuan 

idalam ibidang ikebijakan ipublik iserta imemberikan ireferensi ibagi 

ipenelitian ilebih ilanjut iyang iberkaitan idalam iaspek ipenerapan 

ikebijakan ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah sejenis. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 
 Menurut iRandi i(2018:15), ipenelitian iterdahulu imerupakan ihasil ikajian dari 

ipeneliti ilain iyang iberfungsi isebagai ipembanding ibagi ipenelitian iyang 

iakan idilakukan. iStudi-studi iterdahulu imenjadi ilandasan ipenting idalam 

ipelaksanaan ipenelitian ikarena imembantu imemperluas idan imemperdalam 

iteori iyang irelevan. iSelain iitu, ipenelitian iterdahulu ijuga idapat imenjadi 

isumber iinspirasi idalam iproses ipelaksanaan ipenelitian iserta isebagai itolok 

iukur iuntuk imenilai ikelebihan idan ikekurangan iyang ibisa idikembangkan 

ilebih ilanjut. iBerikut iini ibeberapa ipenelitian isebelumnya iyang imemiliki 

iketerkaitan idengan ipenelitian iyang isedang idilakukan ioleh ipeneliti: 

 
Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Hasil Penelitian Relevansi 
Penelitian 

1 Mohamad 
iIqbal, iR. 
iM. 
iMulyadin, 
iKuncoro 
iAriawan 
idan 
iSubarudi 
i(2022) 
 

Analisis 
iImplementasi 
iKebijakan 
iPengelolaan 
iSampah idi 
iProvinsi 
iJakarta 

Hasil ipenelitian 
imenunjukkan 
ikebijakan 
ipenanganan isampah 
idi iDKI iIndonesia 
idianggap ibelum 
imaksimal ipada 
ipenyelenggarannya. 
iHal iini iditinjau 
iberdasarkan iadanya 
isampah iyang itidak 
idikelola isecata ibaik. 
iBerdasarkan isegi 
ipenilaian idalam 
imenerapkan 
ikebijakan 

Relevansi idalam 
ipenelitian iini 
iadalah ikesamaan 
idalam ipenggunaan 
iteori imenurut 
imodel ikebijakan 
iVan iMeter iVan 
iHorn idalam 
imembahas 
ipenelitian 
imengenai 
iimplementasi 
ikebijakan 
ipengelolaan 
isampah. 
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ipengelolaan isampah 
isudah idilaksanakan 
isecara ibaik, 
imisalnya iseperti 
ikontribusi isetiap 
ipihak iyang iberkaitan 
idengan ipengelolaan 
isampah iberjalan idari 
ikomitmen idalam 
imengelola isampah. 
iPenegakan ihukum 
ipada isaat 
imenerapkan i isanksi 
itelah iberlangsung, 
itetapi ikurang 
imaksimal idalam 
imengurangi 
ipenimbulan isampah 
idi iDKI iIndonesia. 
 

Perbedaan idalam 
ipenelitian iini 
iadalah idari ilokus 
iyaitu idi iProvinsi 
iJakarta iyang 
imencakup iwilayah 
iluas isedangkan 
ipenelitian iini 
iberfokus ihanya 
iwilayah idaerah 
ikabupaten 
iLampung iTengah 
iyang imenekankan 
itentang ikebijakan 
ipengelolaan 
isampah 
ipemerintah idaerah 
isetempat. 
 

2 Yunike 
iSarah 
iSitompul, 
iLumongga 
isianipar, 
iFebiola 
iSembiring, 
iAlfon 
iApriel idan 
iJulia 
iIvanna 
i(2024) 

Efektivitas 
iKebijakan 
iPengelolaan 
iSampah idi 
iKecamatan 
iTegal iRejo 

Hasil ipenelitiannya 
iyaitu iimplementasi 
ikebijakan 
ipengelolaan isampah 
idi iKecamatan iTegal 
iRejo iterlihat ikurang 
imaksimal. iSejumlah 
ihal iyang imenjadi 
ipenyebabnya iseperti 
isarana idan iprasarana 
iyang ikurang 
imemadai, irendahnya 
idukungan 
imasyarakat, 
iterbatasnya isumber 
idana, iserta 
ihubungan ikoordinasi 
ibersama ilembaga 
iterkait iyang 
idibutuhkan idalam 
imemperoleh idata 
idan ipenyelenggaraan 
iaturan ipengendalian 
isampah. 

Relevansi idalam 
ipenelitian iini 
iadalah ikesamaan 
idalam iobjek 
ipenelitian iyaitu 
iberfokus ipada 
ikebijakan 
ipengelolaan 
isampah idi itingkat 
idaerah iserta 
imengidentifikasi 
itantangan iserupa 
idalam ipengelolaan 
isampah. 
 
Perbedaan idari 

ipenelitian iini 
iyaitu iberdasarkan 
ilandasan iteori 
imenggunakan 
ikriteria iefektivitas 
iSedangkan 
ipenelitian iini 
imenggunakan 
ilandasan iteori 
iimplementasi 
ikebijakan ipublik. 
 

3 Putranto 
Manalu, 
Fahmi 
Syahpreza, 

Hambatan 
Implementasi 
Kebijakan 
Pengelolaan 

Keberhasilan 
implementasi 
kebijakan ditentukan 
oleh sinergitas antar 

Relevansi dalam 
penelitian ini adalah 
kesamaan dalam 
regulasi nasional 
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Ermi 
Girsang, 
Chrismis 
Novalinda 
(2022) 

Sampah 
Rumah 
Tangga di 
Kota Binjai 

komponen organisasi 
mulai dari regulasi, 
SDM, dukungan 
pimpinan hingga 
anggaran yang 
memadai. Dengan 
berbagai hambatan 
tersebut, penting bagi 
stakeholder untuk 
memprioritas 
penyusunan peraturan 
daerah pendukung 
kebijakan Jakstranas 
agar pelaksanaan 
kegiatan memiliki 
payung hukum yang 
jelas.  

pengelolaan sampah 
rumah tangga dan 
sampah sejenis, 
keterkatian dalam 
identifikasi faktor 
penghambat 
kebijakan 
pengelolaan 
sampah. 
 
Perbedaan dari 
penelitian ini yaitu 
Penelitian di Kota 
Binjai lebih 
menekankan pada 
hambatan spesifik 
yang menyebabkan 
kebijakan tidak 
berjalan optimal, 
sedangkan 
penelitian di 
Lampung Tengah 
lebih luas, 
mencakup faktor 
pendukung dan 
penghambat serta 
strategi 
implementasi 
kebijakan secara 
menyeluruh. 
 

 
Sumber: diolah oleh peneliti, 2025 

 
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik  

 
 Pengertian ikebijakan isering idikaitkan idengan ikeputusan iyang idibuat ioleh 

iindividu imaupun ikelompok ipada isuatu iorganisasi, ilembaga, iatau 

ipemerintahan iuntuk imencapai itujuan itertentu. iSecara iumum, iKebijakan 

idapat idiartikan isebagai isekumpulan iprinsip idan ikonsep iyang imenjadi 

ipedoman iatau idasar idalam imerancang iserta imelaksanakan isuatu ikegiatan, 

ikepemimpinan, idan ipola iperilaku itertentu. iSementara iitu, iistilah ipublik 

imerujuk ipada isektor iekonomi iyang idijalankan ioleh inegara iatau 

ipemerintah, iyang imencakup iunsur ipemerintah ipusat, ipemerintah idaerah, 

ilembaga ipemerintahan, iserta imasyarakat iyang imemiliki iketerkaitan idan 
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ipengaruh iterhadap ikehidupan isuatu ibangsa, inegara, iatau ikomunitas 

i(Wikipedia). 

 

 Kebijakan ipublik idalam iperspektif ihukum ipada iUndang-Undang iNomor 

i12 iTahun i2011 itentang iPembentukan iPeraturan iPerundang-Undangan, 

iyang imenguraikan ijenis idan ihierarki iperaturan iperundang-undangan 

isebagai iberikut: 

1. Undang-Undang iiDasar iiNegara iiRepublik iiIndonesia iiTahun ii1945. 

2. Ketetapan iMajelis iPermusyawaratan iRakyat. 

3. Undang-Undang/Pemerintah ipengganti iUndang-Undang 

4. Peraturan iiPemerintah 

5. Peraturan iiPresiden 

6. Peraturan iiProvinsi 

7. Peraturan iDaerah iKabupaten/Kota 

 

 Kebijakan ipublik isendiri imerupakan ikeputusan iyang idiformulasikan ioleh 

inegara, ikhususnya ioleh ipemerintah, isebagai istrategi iuntuk imencapai 

itujuan-tujuan inasional iyang itelah iditetapkan. iMenurut i(Nugroho, i2014) 

ikebijakan ipublik idapat idikategorikan ike idalam itiga itingkatan, iyaitu: i 

a. Kebijakan ipublik iberskala imakro iatau iumum. 

b. Kebijakan ipublik iberskala imenengah i(meso). 

c. Kebijakan ipublik iberskala imikro.  

 

 Anderson imendefinisikan ikebijakan ipublik isebagai irangkaian itindakan 

iyang iditujukan iuntuk imencapai itujuan itertentu, iyang idijalankan ioleh 

iindividu iatau ikelompok iguna imengatasi isuatu ipersoalan i(Idris iPatarai, 

i2020). iSementara iitu, iFredrich imemandang ikebijakan ipublik isebagai 

isuatu ilangkah iyang iterarah ipada ipencapaian itujuan, ibaik ioleh iindividu, 

ikelompok, imaupun ipemerintah idalam isuatu ilingkungan itertentu, iyang 

iberfungsi iuntuk imerespons itantangan iserta imemanfaatkan ipeluang idalam 

imencapai itujuan iyang idiharapkan i(Idris iPatarai, i2020). iDari isejumlah 

ipendapat iahli idiatas, imaka iditarik ikesimpulan ibahwa ikebijakan ipublik 
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merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara maupun pemerintah 

kepada warga negara dengan tujuan untuk meraih tujuan maupun target yang di 

tetapkan. 

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik 
 
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik  

 Implementasi imerupakan itahapan idalam imerealisasikan isuatu 

itujuan iyang itelah idirencanakan. iPada itahapan iini, idiperlukan 

iperencanaan iyang imenyeluruh idengan imempertimbangkan iberbagai 

iaspek, iseperti ipotensi ikeberhasilan idan irisiko ikegagalan, itantangan 

iyang imungkin idihadapi, ipeluang iyang ibisa idimanfaatkan, iserta 

isejauh imana ikemampuan iorganisasi ipelaksana idalam 

imerealisasikan ikebijakan itersebuti(Syahruddin, i2019). 

 
 Beberapa ipakar imengemukakan ipandangannya imengenai imakna 

iimplementasi ikebijakan ipublik. iSalah isatunya, iPaul iA. iSabatier 

idan iDaniel i i(Subianto,2020), imengemukakan ibahwa iimplementasi 

ikebijakan imerupakan ibentuk ipelaksanaan idari ikeputusan ikebijakan 

idasar iyang iumumnya idituangkan idalam iUndang-Undang, inamun 

ijuga idapat iberupa iperintah ieksekutif iatau iputusan ipenting idari 

ilembaga iyudikatif. iKeputusan iini ibertujuan iuntuk imenetapkan iisu 

iyang iakan iditangani, imerinci itujuan idan isasaran iyang iingin 

idicapai, iserta imenyusun istruktur idan istrategi ipelaksanaan 

ikebijakan isecara isistematis. iMenurut iWahab i(2008), iimplementasi 

ikebijakan ipublik iadalah iserangkaian ikegiatan iyang idilakukan ioleh 

iindividu, ikelompok, imaupun ilembaga ipemerintahan idalam 

imenerapkan ikebijakan iyang itelah iditetapkan isebelumnya. iProses 

iini imerupakan iupaya iuntuk imewujudkan ikeputusan imenjadi 

itindakan inyata isesuai idengan itujuan idan isasaran iyang itelah 

idirancang. 
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 Dari iberbagai ipandangan itersebut, idapat idisimpulkan ibahwa 

iimplementasi ikebijakan ipublik iadalah iproses ipenerjemahan 

ikeputusan ikebijakan imenjadi iaksi inyata iuntuk imencapai itujuan 

itertentu. iKeberhasilan idari ipelaksanaan ikebijakan iini isangat 

ibergantung ipada ikerja isama idan ikeselarasan iantara iberbagai 

ielemen iyang iterlibat. iJika iterdapat ihambatan ipada isalah isatu 

iaspek, ihal itersebut idapat imengganggu ipencapaian ihasil ikebijakan 

iyang itelah iditargetkan. 

 

2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

 Berdasarkan ipengkajian iilmu ikebijakan ipublik iterdapat iberagam 

imodel iatau iteori iyang isudah idikembangkan imengenai imodel 

iimplementasi ikebijakan, iDalam i(Nugroho, i2014:167) isecara iumum 

iterdapat idua ipendekatan iutama idalam iimplementasi ikebijakan 

ipublik, iyaitu ipendekatan idari iatas ike ibawah i(top-down) idan idari 

ibawah ike iatas i(bottom-up). iBerikut iini iadalah ibeberapa imodel 

iimplementasi ikebijakan ipublik iyang idapat idijadikan iacuan idalam 

iproses ipelaksanaan ikebijakan: 

 
1) Model iImplementasi iKebijakan iVan iMeter idan iVan iHorn i i 

 Model ipertama idikembangkan ioleh iDonald iVan iMeter idan iCarl 

iVan iHorn isebagaimana idikutip idalam i(Van iMeter idan iVan iHorn, 

i1975), iyang idikenal isebagai isalah isatu imodel iklasik idalam 

iimplementasi ikebijakan. iModel iini imenekankan ibahwa iproses 

iimplementasi iberlangsung isecara ilinier, idimulai idari iperumusan 

ikebijakan ipublik, ikemudian idijalankan ioleh ipelaksana 

i(implementor), ihingga iakhirnya imenghasilkan ioutput isesuai 

idengan iketentuan ikebijakan iyang itelah iditetapkan. iModel 

ikebijakan iini imenjelaskan ienam ivariabel iyang iberhubungan iantara 

ikebijakan iterhadap ihasil ikerja, iyakni istandar imaupun itujuan 

ikebijakan, isumber idaya iaturan, ikomunikasi idiantar iorganisasi, iciri 

ikhas ilembaga ipenyelenggara, ikondisi iperekonomian, isosial, ipolitik 

idan idisposisi ipenyelenggara. 
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(1) Standar idan itujuan kebijakan. Sebuah faktor yang berpengaruh 

terhadap kesuksesan hasil kerja kebijakan yaitu standar maupun 

tujuan aturan. Sehingga kedua indikator ini harus jelas agar 

pihak penyelenggara aturan tidak muncul beragam interpretasi 

yang tidak sama terhadap seseorang yang membuat aturan. 

Adanya beragam interpretasi atas tujuan aturan akan menjadikan 

ketidakberhasilan pada penyelenggaraan kebijakan. 

(2) Sumber daya. Disamping indikator kinerja kebijakan dan tujuan-

tujuan kebijakan harus jelas, sumber daya yang mendukung 

penyelenggaraan aturan tidak dapat disepelekan. Sumber daya 

ini berasal dari manusia, pendanaan serta beragam sarana dan 

prasarana yang bisa memperlancar penyelenggaraan sebuah 

kebijakan.  

(3) Karakteristik organisasi pelaksana. Menurut Van Meter dan Van 

Horn, karakteristik dari agen pelaksana yaitu struktural 

organisasi  pelaksana utama, pola hubungan yang semuanya 

berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Disamping itu, cakupan 

maupun luas wilayah implementasi kebijakan harus dihitung 

manakala menjadi penentu agen penyelenggara. Semakin luas 

cakupan implementasi kebijakan, maka akan semakin besar agen 

yang terlibat. 

(4) Komunikasi antar organisasi terkait. Terdapat faktor pendukung 

lainnya yang harus dilihat untuk melancarkan penyelenggaraan 

aturan, seperti komunikasi antar organisasi. Komunikasi 

diantara organisasi harus melancarkan proses jalannya informasi 

berdasarkan sumber-sumber informasi guna menjelaskan 

standar maupun indikator kinerja kebijakan. Baik maupun 

tidaknya saluran dalam berkomunikasi antar organisasi 

penyelenggara kebijakan dapat berpengaruh pada kesuksesan 

maupun kegagalan penyelenggaraan kebijakan tersebut.  

(5) Disposisi atau sikap pelaksana. Faktor pendukung yang harus 

mendapat perhatian pada penerapan kebijakan adalah disposisi 
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para penyelenggara kebijakan. Ada tiga macam elemen respon 

yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para 

pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu 

pemahaman terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah 

menerima, netral atau menolak terhadap kebijaka serta intensitas 

respon tersebut. 

(6) Kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik. Dalam menilai 

keberhasilan implementasi kebijakan, salah satu aspek penting 

yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana faktor eksternal 

turut berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. 

Lingkungan eksternal ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan 

politik yang ada di masyarakat. Apabila kondisi eksternal 

tersebut tidak mendukung, hal ini dapat menjadi hambatan 

dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan. Oleh 

karena itu, diperlukan lingkungan eksternal yang kondusif guna 

memastikan kelancaran proses implementasi kebijakan. 

 

2) Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier 

Selanjutnya, iDalam i(Subianto i2020:54) iKedua iilmuan iMazmanian 

dan iSabatier imenjelaskan ijika ihal iterpenting iatas iimplementasi 

kebijakan ipublik iyaitu imengidentifikasi iIndikator iyang ibisa 

berpengaruh ipada iketercapaian itujuan iformal idalam iseluruh itahap 

implementasi. iIndikator iini idikelompokkan ikedalam itiga ikategori, 

yakni: i 

(1) Variabel iindependen, iyakni itingkat ikemudaahan imaupun 

ikesulitan ipermasalahan iyang idikerjakan, isehingga 

iberhubungan iterhadap iindikator ipermasalahan iteori imaupun 

iteknis ipenyelenggaraan, ikeberagaman iobjek, iserta 

iperubahan iyang idiinginkan. i 

(2) Variabel iIntervening, iyakni ikemampuan ikeputusan 

ikebijakan iuntuk imenstrukturkan isecara ibenar itahap 

iimplementasi iterhadap ikejelasan imaupun iketetapan itujuan, 
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imenggunakan imodel ikausal, ikesesuaian ialokasi isumber 

idana, iketerpaduan ihierarkis iantara ibadan ipenyelenggara, 

iaturan ipelaksana idari ilembaga ipenyelenggara, iserta 

imerekrut ipejabat ipenyelenggara idengan itransparansi 

iterhadap ipihak ieksternal idan ivariabel ieksternal ikebijakan 

iyang iberpengaruh ipada itahap ipenerapan iyang iberhubungan 

idengan ikeadaan isosio-ekonomi idan iteknologi, idorongan 

ipublik, iperilaku, idukungan ipejabat iyang ilebih itinggi iserta 

ikomitmen idan idorongan iatas imutu ipemimpin iberdasarkan 

ipejabat ipenyelenggara. 

(3) Variabel idependen, iyakni isebuah itahap ipada isaat 

imengimplementasikan ilima itahap ipengetahuan iatas 

ilembaga iatau ibadan ipenyelenggara iyang iberbentuk 

ipenyusunan ikebijakan ipenyelenggara ikepatuhan iobjek, 

ikerja inyata, ipenerimaan ihasil inyata iini iakan iberfokus ipada 

iperbaikan iaturan iyang idibentuk idan idilakukan idengan 

imenyeluruh idengan isifat imendasar. 

 

3) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III 

Menurut iEdwards iIII idalam i(Pramono, i2020) iterdapat iempat 

variabel iutama iyang isaling iberkaitan idan imemengaruhi 

keberhasilan iimplementasi ikebijakan. iPenjelasan idari imasing-

masing ivariabel iyaitu: 

(1) Komunikasi, iyaitu ikeberhasilan isuatu iimplementasi 

ikebijakan isangat ibergantung ipada isejauh imana ipelaksana 

imemahami itugas idan itanggung ijawabnya. iOleh ikarena iitu, 

itujuan iserta isasaran ikebijakan iharus idisampaikan isecara 

ijelas ikepada ikelompok itarget iagar itidak iterjadi 

ikesalahpahaman iyang idapat imenghambat ipelaksanaan 

ikebijakan. 

(2) Sumber idaya, iwalaupun ikebijakan itelah idikomunikasikan 

dengan ibaik, iimplementasi itidak iakan iberjalan iefektif 
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iapabila ipelaksana itidak imemiliki isumber idaya iyang 

imemadai. iSumber idaya iini imeliputi itenaga imanusia iyang 

ikompeten idan idukungan ianggaran iatau idana iyang icukup. i 

(3) Disposisi, iyang idimaksud idengan idisposisi iadalah isikap, 

karakter, idan ikomitmen idari ipelaksana ikebijakan. iNilai 

seperti ikejujuran, itanggung ijawab, idan iketerbukaan terhadap 

demokrasi imenjadi ifaktor ipenting. iBila iimplementor tidak 

sejalan dengan visi pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi berisiko tidak berjalan secara optimal.  

(4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan juga memegang peran penting. 

Unsur dalam struktur birokrasi seperti prosedur operasional 

standar dan fragmentasi dapat memengaruhi kelancaran 

pelaksanaan.  

 

4) Model Implementasi Kebijakan Jan Merse 

Model Jan Merse (Pramono, 2020) berpandangan bahwa implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 

(1) Isi kebijakan. Isi kebijakan harus tepat dan jelas sesuai dengan 

tujuan kebijakan untuk mendukung implementasi. 

Ketidakjelasan tujuan kebijakan serta isi kebijakan yang kurang 

tegas dapat menghambat implementasi kebijakan. 

(2) Distribusi potensi. pelaksanaan kebijakan menuntut adanya 

kolaborasi erat antara berbagai pihak yang berkepentingan, 

termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. 

Koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi penting karena 

masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan yang 

berbeda. 

(3) Informasi. Informasi yang jelas dan mudah dimengerti sehingga 

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

Informasi yang baik membantu para pelaksana memahami arah 

dan tujuan kebijakan dirancang. 
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(4) Dukungan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan aspek 

penting dalam proses implementasi. Dukungan masyarakat, baik 

berupa tindakan langsung maupun dukungan moral, dapat 

memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan. 

 

5) Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle  

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Agustino, 2016), keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua komponen utama, 

yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi 

(context of implementation). Kedua aspek ini saling berkaitan dan secara 

bersama-sama menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan 

secara efektif. 

- Isi Kebijakan atau Content of publicy menurut Grindle adalah sebagai 

berikut: 

(1) Kepentingan yang terlibat (Interest Affected) Kebijakan publik 

umumnya melibatkan berbagai pihak yang memiliki 

kepentingan tertentu. Penting untuk menilai sejauh mana 

kepentingan-kepentingan tersebut memengaruhi proses 

implementasi.  

(2) Jenis manfaat (Type of Benefits). Kebijakan harus mengandung 

nilai manfaat yang jelas dan terukur. Jenis-jenis manfaat ini 

menjadi indikator dampak positif yang diharapkan muncul dari 

penerapan kebijakan.  

(3) Tingkat perubahan yang diharapkan (Extent of Change 

Envision). Setiap kebijakan memiliki tujuan tertentu yang ingin 

dicapai. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi sejauh mana 

perubahan yang diharapkan, serta kejelasan target yang hendak 

dicapai. 

(4) Letak pengambilan keputusan (Site of Decision Making). 

Kejelasan tentang siapa dan di mana keputusan diambil sangat 

penting dalam implementasi kebijakan, karena hal ini 

memengaruhi jalannya pelaksanaan secara keseluruhan.  
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(5) Pelaksana program (Program Implementer). Keberhasilan 

kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi 

pelaksana. Oleh karena itu, kebijakan harus dilaksanakan oleh 

pihak yang profesional dan memiliki pemahaman yang baik 

terhadap substansi kebijakan. 

(6) Sumber daya yang dialokasikan (Resources Commited). 

Dukungan sumber daya baik manusia, finansial maupun material 

merupakan faktor penunjang penting agar proses implementasi 

dapat berlangsung secara optimal. 

 
- Konteks iimplementasi iatau icontext iof iImplementation imenurut 

iGrindle iadalah isebagai iberikut: 

(1) Kekuasaan, ikepentingan idan istrategi iactor iyang iterlibat 

(Power, iInterest, iand iStrategy iof iActor iInvolved). iPara 

aktor iyang iterlibat idalam ikebijakan imembawa ipengaruh 

melalui ikekuasaan, istrategi, idan ikepentingan imasing-

masing. iDinamika iantaraktor iini isangat imenentukan 

kelancaran iatau ihambatan idalam iimplementasi ikebijakan. 

(2) Karakteristik ilembaga idan irezim iyang iberwenang 

(Institution iand iRegime iCharacteristic). iLingkungan 

kelembagaan iserta isistem ipemerintahan itempat ikebijakan 

dijalankan iakan imemengaruhi itingkat ikeberhasilan. iHal iini 

mencakup istruktur, ibudaya ikerja, iserta imekanisme 

pengambilan ikeputusan idalam iorganisasi iatau ilembaga iyang 

berperan. 

(3) Kepatuhan idan iresponsivitas i(Compliance iand 

Responsiveness). ikepatuhan iserta irespon ipelaksana kebijakan 

dan iarahan iyang idiberikan iakan iberpengaruh ipada 

efektivitas ikebijakan. 

 

Berdasarkan iatas ibeberapa imodel iimplementasi ikebijakan idiatas, 

penelitian iini iakan iberfokus ipada imodel iimplementasi ikebijakan 

yang idikemukakan ioleh iVan iMeter iVan iHorn ikarena imemberikan 
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kerangka ianalisis iyang isistematis imelalui ienam ivariabel ipenting 

dalam iimplementasi ikebijakan. iPendekatan itop-down idalam imodel 

ini isesuai idengan ikonteks ikebijakan ipengelolaan isampah idi 

Kabupaten iLampung iTengah, idi imana iarahan ikebijakan iberasal 

dari ipemerintah idaerah. iSelain iitu, imodel iini irelevan iuntuk 

mengidentifikasi ifaktor ihambatan iimplementasi isesuai idengan 

rumusan imasalah ipenelitian iini. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  

 
Sampah imerupakan iistilah iumum iyaitu ilimbah ipadat ihasil iaktivitas 

manusia imaupun iproses ialami. iMenurut i(Ricky iFebriyanto iet ial. i2021), 

sampah iadalah isisa idari ikegiatan isehari-hari iyang iberbentuk ipadat. 

Sementara iitu, i(Chusnul iChotimah, i2020) imenyatakan ibahwa isampah 

adalah ilimbah iyang idihasilkan idari iproses iproduksi, ibaik idari isektor 

industri, idomestik, imaupun irumah itangga, iyang itidak ilagi idigunakan iatau 

dianggap itidak imemiliki inilai iguna ioleh ipemiliknya. iBerikut iadalah ijenis-

jenis isampah: 

1. Berdasarkan isumber: 

a) Sampah idari ipemukiman. iSampah ijenis iini idihasilkan ioleh 

aktivitas irumah itangga idi ilingkungan itempat itinggal iseperti rumah, 

asrama, iatau iapartemen. iUmumnya, isampah iyang idihasilkan 

bersifat iorganik, imisalnya isisa imakanan, iserta ianorganik iseperti 

plastik, ikertas, idan ilimbah ikering ilainnya. 

b) Sampah idari itempat iumum idan ikawasan iperdagangan. iTempat 

seperti ipasar, ipusat iperbelanjaan, iterminal, idan iarea ipublik ilainnya 

memiliki ipotensi itinggi idalam imenghasilkan isampah. iHal iini 

disebabkan itingginya iintensitas iaktivitas imanusia idi itempat-tempat 

tersebut.dan ipasar. 
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2. Berdasarkan ibentuk: 

a) Sampah ipadat imerupakan ilimbah iberupa ibenda ipadat, itidak 

termasuk itinja, iurin, iatau ilimbah icair ilainnya. iContohnya iadalah 

sampah idapur, idaun ikering, iplastik, ilogam, ikaca, idan isejenisnya. 

b) Sampah icair imerupakan ilimbah idalam ibentuk icair iyang isudah 

tidak idigunakan ilagi idan idibuang, iseperti iair ilimbah irumah tangga, 

cucian, iatau ilimbah icair idari ikegiatan iindustri iringan. 

3. Berdasarkan isifat: 

a) Sampah iorganik imerupakan isampah iyang iberasal idari ibahan ialami 

atau ihayati idan idapat iterurai isecara ibiologis ioleh imikroorganisme 

dalam iwaktu isingkat. iContohnya itermasuk isisa imakanan, iranting, 

dan idaun-daunan. 

b) Sampah ianorganik imerupakan iSampah iini iberasal idari ibahan inon-

hayati, iseperti ihasil iolahan iindustri idan ipertambangan. iContohnya 

antara ilain iplastik, ilogam, ikaca, iserta ikeramik. iDalam irumah 

tangga, ibentuknya ibisa iberupa ibotol iplastik, ikaleng, iatau iwadah 

kaca. 

c) Sampah iBahan iBerbahaya iBeracun i(B3) imerupakan isampah iyang 

mengandung izat iberbahaya idan iberacun, ibaik idari isisi isifat, 

konsentrasi, imaupun ivolumenya. iContohnya imeliputi ilimbah medis, 

baterai ibekas, ilimbah ielektronik, icairan ikimia, idan ibahan imudah 

terbakar iatau imeledak. 

 
Berdasarkan ikesimpulan itentang iSampah irumah itangga iadalah ilimbah 

padat iyang iberasal idari iaktivitas isehari-hari imasyarakat idi ilingkungan 

tempat itinggal. iJenisnya imencakup isampah iorganik idan ianorganik iseperti 

sisa imakanan, idaun, iplastik, idan ikertas, inamun itidak itermasuk itinja idan 

limbah ispesifik iseperti ilimbah iB3. iSementara iitu, isampah isejenis irumah 

tangga iberasal idari iaktivitas idi itempat iumum, ikomersial, iatau ikawasan 

industri, inamun imemiliki ikarakteristik iyang iserupa idengan isampah irumah 

tangga, iseperti ikemasan iproduk, ikertas idan iplastik. 
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2.5 Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah  

 
2.5.1 Pengertian Pengelolaan Sampah  

Pengelolaan isampah idapat imenjadi itahap iawal iuntuk imencapai 

target ipembangunan iberkelanjutan. iSecara iumum, ipengertian 

pengelolaan isampah imerupakan iseluruh iaktivitas iyang idilaksanakan 

untuk imengatasi itimbulan isampah ihingga itahap ipembuangan iakhir 

(Juniartini, i2020). iPengelolaan isampah iyaitu ikegiatan isecara 

tersistem idan iberkesinambung iyang imencakup ipengurangan idan 

penanganan isampah (UU iNomor i18 iTahun i2008). iDi itingkat daerah, 

Peraturan iBupati iLampung iTengah iNomor i38 iTahun i2022 tentang 

pengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis rumah 

tangga, ipada iPasal i3 ibagian iketentuan iumum, imenetapkan arah 

kebijakan ipengelolaan isampah iyang iterbagi imenjadi idua pendekatan 

utama, iyaitu: 

- Pengurangan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idilakukan 

melalui: ipembatasan isampah, idaur iulang idan imemanfaatkan kembali 

sampah. 

- Penanganan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idilakukan 

melalui: ipemilahan i(yaitu iproses imemisahkan isampah iberdasarkan 

jenis idan isifatnya isejak idari isumbernya), ipengumpulan i(yaitu 

kegiatan imengumpulkan idan imemindahkan isampah idari isumber ike 

tempat ipenampungan isementara i(TPS), ipengangkutan i(yaitu 

membawa isampah idari iTPS imenuju itempat ipengolahan iatau 

pemrosesan iakhir), ipengolahan i(yaitui iproses imengubah 

karakteristik, ikomposisi, idan ijumlah isampah iagar ilebih iaman iatau 

bernilai iguna), idan ipemrosesan iakhir i(yaitu imengembalikan isisa 

sampah ihasil ipengolahan ike imedia ilingkungan isecara iaman idan 

ramah lingkungan) (Rinda Yanti dkk, 2024). 
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2.5.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah   

Menurut (OHS Consultant, 2024), pengelolaan sampah yang efektif 

harus mengacu pada sejumlah prinsip dasar guna menjamin 

keberlanjutan dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

1) Pengurangan dari sumbernya. Pengurangan sumber adalah upaya untuk 

meminimalkan timbulan sampah sejak awal, misalnya melalui 

penggunaan ulang barang, pembelian yang bijak, serta pemanfaatan 

produk tahan lama. 

2) Daur ulang. Daur ulang adalah proses mengolah kembali bahan bekas 

menjadi produk baru yang bernilai guna, dengan tahapan seperti 

pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan material daur ulang. 

3) Pengomposan. Pengomposan adalah mengelola sampah organik seperti 

sisa makanan dan limbah taman menjadi kompos yang bermanfaat bagi 

kesuburan tanah.  

4) Pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi adalah mengkonversi sampah 

yang tidak dapat didaur ulang menjadi energi melalui teknologi seperti 

pembakaran terkendali, dengan tetap memperhatikan sistem 

pengendalian emisi. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

 
Sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan paling serius di seluruh 

dunia, termasuk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, gaya 

hidup konsumtif serta rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat 

mengenai pengelolaan sampah turut berkontribusi pada semakin menumpuknya 

sampah. Mengatasi permasalahan ini pemerintah melalui Peraturan Presiden 

No.97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah 

Indonesia dengan ini memiliki target pencapaian penyelenggaraan Jakstranas 

yaitu diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan Penanganan 

sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Dengan ini dilakukan oleh pemerintah 

pusat sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat Provinsi 

maupun Kota atau Kabupaten. 
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Implementasi kebijakan ini di Tingkat nasional dilaksanakan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan pelaksanaan di tingkat daerah 

menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten 

atau Kota. Dengan hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai 

pelaksana kebijakan serta pengawas pada tingkat provinsi, pengawasan 

dilakukan untuk seluruh daerah Kabupaten atau Kota di Lampung, 

Termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu bentuk implementasinya di 

Kabupaten Lampung Tengah adalah melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2022. Dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni sekitar 1.508,33 jiwa dan 

merupakan penyumbang timbulan sampah terbesar kedua di Provinsi Lampung. 

Namun demikian, capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung 

Tengah pada tahun 2022, 2023 dan 2024 belum memenuhi target kebijakan 

yang telah ditentukan.  

 

Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung tengah yaitu 

tinggi nya jumlah timbulan sampah dan rendahnya persentase target kebijakan 

pengurangan serta penanganan sampah. Kabupaten Lampung Tengah dalam 

kebijakan pengelolaan sampah juga baru menjangkau 2 kecamatan dari total 28 

kecamatan. Lalu sarana seperti truk sampah, gerobak sampah dan alat berat 

lainnya serta prasarana seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pengelola sampah di Kabupaten Lampung 

Tengah belum tersebar secara merata dan berfokus di wilayah pusat kota 

sementara itu daerah pedesaan kurang diperhatikan. Selain itu jenis Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah Kabupaten Lampung Tengah masih berjenis open 

dumping yaitu sampah dibuang begitu saja di tanah cekungan terbuka tanpa 

ditutup. Cara ini dapat mempengaruhi proses target penanganan sampah di 

pemrosesan akhir karena tidak ada proses pemilahan sampah di TPA. Hal 

lainnya yaitu karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk 

mengelola sampah. 
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Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Lampung 

Tengah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai 

faktor yang berperan sebagai penghambat dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Berdasarkan landasan teori tersebut, kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dirancang untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan 

sampah di Kabupaten Lampung Tengah telah diimplementasikan, dengan ini 

kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

Sumber: Data diolah peneliti (2025) 

1. Rendahnya persentase target kebijakan pengurangan serta penanganan 
sampah  

2. Tidak meratanya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah di 
wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengelola sampah 

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang 
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

Teori Implementasi kebijakan menurut Van 
Meter Van Horn yaitu standar dan tujuan 
kebijakan, sumber daya, karakteristik 
organisasi pelaksana, komunikasi 
antarorganisasi terkait, disposisi atau sikap para 
pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

 

Faktor penghambat dalam implementasi 
kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga 
dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung 
Tengah. 

Implementasi kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 
sejenis di Kabupaten Lampung Tengah. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Jenis Penelitian 

 
 Penelitian iini imenggunakan ijenis ipenelitian ikualitatif ideskriptif. iPenulis 

imemilih imetode ipenelitian ikualitatif ideskriptif ikarena ipenelitian iini 

imengandalkan ipengumpulan idata iberupa ikata-kata, igambar, iatau iobjek, 

iserta iberfokus ipada ipemahaman imendalam itentang isituasi idan iproses. 

iMetode iini itidak ihanya iberusaha iuntuk imenjelaskan iapa iyang iterjadi, 

itetapi ijuga imemahami ialasan idi ibalik ifenomena iyang idiamati, imelalui 

iwawancara, iobservasi, iatau ianalisis idokumen. iMetode ikualitatif ideskriptif 

idigunakan iuntuk imemberikan igambaran isecara imendalam itentang iproses 

iimplementasi ikebijakan ipengelolaan isampah idi iLampung iTengah. 

iMelalui imetode iini, ipeneliti idapat imengeksplorasi ibagaimana ikebijakan 

iditerapkan ioleh ipihak iterkait idan imemahami ihambatan iserta ipeluang 

iyang imuncul idalam iproses tersebut. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 
 Penetapan ifokus ipenelitian imemiliki iperan ipenting ikarena iberkaitan ierat 

idengan ijenis idata iyang iakan idihimpun idan idianalisis. iPenentuan iFokus 

iini ibertujuan iuntuk imenentukan ibatas ipenelitian iyang iakan idilakukan 

isehingga imemperjelas idan imempertajam ibahasan. 

 Berdasarkan itujuan iyang iingin idicapai idalam ipenelitian iini, imaka iyang 

imenjadi ifokus ipenelitian iyaitu: i 



30 
 

 

1. Proses iimplementasi ikebijakan ipengelolaan isampah irumah itangga idan 

isampah isejenis idi iKabupaten iLampung iTengah iberdasarkan imodel 

iimplementasi iVan iMeter iVan iHorn iyaitu: 

 

1) Standar idan itujuan ikebijakan 

 Standar idan itujuan ikebijakan imencakup ikejelasan istandar idalam 

ipelaksanaan ikebijakan iberdasarkan iPeraturan iBupati iKabupaten 

iLampung iTengah iNomor i38 iTahun i2022 itentang iPengelolaan 

iSampah iRumah iTangga idan iSejenis. Iserta hasil tujuan iyang 

iditetapkan idalam ikebijakan itersebut dijalankan. 

2) Sumber idaya 

 Sumber idaya idalam iimplementasi ikebijakan imencakup 

iketersediaan idan ikesiapan iberbagai isumber idaya ipendukung. 

iPenelitian iini iakan imengkaji iaspek isumber idaya imanusia, 

itermasuk ijumlah idan iperan ipegawai iserta ipetugas idari iDinas 

iLingkungan iHidup iKabupaten iLampung iTengah idalam 

imenjalankan ikebijakan itersebut. iserta ikelengkapan isarana idan 

iprasarana iyang idigunakan idalam ipengelolaan isampah idi 

iKabupaten iLampung iTengah. iSelain iitu, ipenelitian iini ijuga 

iberfokus ipada ikecukupan isumber idana iyang idialokasikan iuntuk 

imendukung iimplementasi ikebijakan. i 

3) Karakteristik iorganisasi ipelaksana 

 Dalam ipenelitian iini ikarakteristik iorganisasi ipelaksana imencakup 

istruktur iorganisasi ipelaksana iutama, ipola ihubungan iyang iterjadi 

iantar ipelaksana. iPelaksana iyang ibertanggung ijawab iyaitu iDinas 

iLingkungan iHidup i(DLH) iKabupaten iLampung iTengah. iSerta 

icakupan iatau iluas iwilayah idalam iimplementasi ikebijakan 

ipengelolaan isampah. 

4) Komunikasi iantar-organisasi iterkait i 

 Dalam ihal iini iberkaitan idengan ikomunikasi iantara iDinas 

iLingkungan iHidup iKabupaten iLampung iTengah idengan iperangkat 
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idaerah i(Kecamatan iTerbanggi iBesar idan iKelurahan iBandar ijaya 

iBarat) iyang imerupakan ifokus idaerah ipelaksanaan ikebijakan. 

5) Disposisi iatau isikap ipelaksana 

 Disposisi iatau isikap ipara ipelaksana idalam ipenelitian iini iyaitu 

ikemauan idan ikemampuan ipelaksana imenjalankankan ikebijakan, 

iserta isikap ipelaksana iyaitu ipegawai iDinas iLingkungan iHidup 

iKabupaten iLampung iTengah idan iperangkat idaerah idalam 

imenghadapi itantangan iyang imuncul idalam ipenerapan ikebijakan 

ipengelolaan isampah. 

6) Kondisi ilingkungan isosial, iekonomi idan ipolitik 

 Dalam ihal iini imencakup ikondisi isosial, iseperti ikesadaran idan 

ipartisipasi imasyarakat iKabupaten iLampung iTengah idalam 

ipengelolaan isampah. iKondisi iekonomi idalam ihal iekonomi 

imasyarakat iuntuk ipembiayaan ipengelolaan isampah. iDari isisi 

ipolitik ipenelitian iini iberkaitan iterhadap idukungan ipemerintah 

idaerah iserta ikebijakan iyang iberlaku. 

 

2.  Pembahasan iterhadap iberbagai ifaktor iyang imenjadi ikendala idalam 

ipelaksanaan ikebijakan idaerah iterkait ipengelolaan isampah irumah 

itangga idan isampah isejenis idi iKabupaten iLampung iTengah. iMelalui 

iidentifikasi ihambatan-hambatan itersebut, ipenelitian iini idiharapkan 

imampu imemberikan ipemahaman iyang ilebih imendalam imengenai 

iproses iimplementasi ikebijakan, isekaligus imenjadi idasar idalam 

imengevaluasi ikinerja iserta iefektivitas ikebijakan idalam imencapai 

itarget iyang itelah iditetapkan.  

 

3.3 Lokasi penelitian  

 
 Penelitian iini idilaksanakan idi iKabupaten iLampung iTengah idengan 

iberfokus ipada iKecamatan iTerbanggi iBesar. iPeneliti ilebih ifokus idi 

iKecamatan iTerbanggi ibesar idikarenakan ikecamatan iini imenjadi ifokus 

idan iwilayah imodel iDinas iLingkungan iHidup iKabupaten iLampung 

iTengah iuntuk imenerapkan ikebijakan ipengelolaan isampah irumah itangga 
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idan isejenis idengan iberdasarkan idokumen ipenyusunan iKebijakan idan 

iStrategi iDaerah i(Jakstrada) iserta isebagai ipusat idaerah. iSehingga 

iKecamatan iTerbanggi iBesar idianggap isebagai itempat iyang irelevan iuntuk 

imengkaji iimplementasi ikebijakan idaerah idalam ipengelolaan isampah 

irumah itangga idan isampah isejenis idi iKabupaten iLampung iTengah. 

 

3.4 Sumber data  

 
1. Data Primer  

 Data iprimer imerupakan iinformasi iyang idiperoleh isecara ilangsung 

ioleh ipeneliti imelalui iteknik iseperti iwawancara idan iobservasi 

ilapangan. iData iini idikumpulkan isecara ikhusus iuntuk imenjawab 

ipermasalahan ipenelitian idan imemiliki isifat iorisinal i(Sugiyono, i2019). 

iDalam ikonteks ipenelitian iini, idata iprimer idiperoleh imelalui 

iwawancara idengan isejumlah iinforman iatau ipihak-pihak iyang 

imemiliki iketerkaitan ilangsung idengan iimplementasi ikebijakan 

ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idi iKabupaten 

iLampung iTengah. iSelain iitu, ipeneliti ijuga imelakukan iobservasi 

ilangsung iterhadap ipelaksanaan ipengelolaan isampah idi ilapangan. 

iMelalui ikombinasi iwawancara idan iobservasi itersebut, ipeneliti 

idiharapkan imampu imemperoleh ipemahaman imengenai iproses 

iimplementasi ikebijakan iserta ihambatan-hambatan iyang idihadapi 

idalam ipelaksanaannya. 

2. Data Sekunder  

 Data isekunder imerujuk ipada iinformasi iyang itidak idiperoleh isecara 

ilangsung ioleh ipeneliti, imelainkan iberasal idari isumber ilain iyang itelah 

iterlebih idahulu imengumpulkan idan imenyusunnya. iUmumnya, idata iini 

iberbentuk idokumen, iarsip, ibuku, ilaporan iresmi, iatau idata ipublik 

ilainnya iyang irelevan idengan itopik ipenelitian i(Sugiyono, i2019). 

iDalam ipenelitian iini idata isekunder iyang idigunakan imeliputi 

idokumen ikebijakan, idokumentasi ipelaksana, idata istatistik, iserta 

iliteratur iilmiah iyang imendukung idan iberkaitan ierat idengan 

ipermasalahan iyang idikaji. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 
1. Wawancara  

 Wawancara imerupakan isalah isatu iteknik ipengumpulan idata iyang 

idilakukan imelalui iinteraksi ilangsung iantara ipeneliti idan iinforman. 

iInforman idipilih ikarena imemiliki ipengetahuan, ipengalaman, iatau 

ikeahlian iyang irelevan idengan iobjek ikajian, isehingga imampu 

imemberikan iinformasi iyang imendalam idan ikontekstual imengenai 

itopik ipenelitian i(Sugiyono, i2019). iDalam ipenelitian iini, imetode 

iwawancara idigunakan iuntuk imemperoleh idata imengenai ipelaksanaan 

ikebijakan ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idi 

iKabupaten iLampung iTengah. 

 

Tabel 5. Informan Terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga 

No. Jabatan Informasi 
1. Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah dan 
Limbah Dinas 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten Lampung 
Tengah. 

Informasi mengenai kebijakan daerah 
dalam pengelolaan sampah rumah tangga 
dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung 
Tengah. 
 

2. Penyuluh Lingkungan 
Hidup Ahli Muda, 
Bidang Pengelolaan 
Sampah dan Limbah 
Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Lampung 
Tengah. 

Penjelasan mengenai pelaksanaan 
kebijakan daerah dalam pengelolaan 
sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
di Kabupaten Lampung Tengah. 
 

3. Kepala UPTD 
Kebersihan dan 
Pengelolaaan Sampah 
serta Pengawas Bank 
Sampah DLH Berjaya 
Kabupaten Lampung 
Tengah. 

Penjelasan mengenai proses pengolahan 
sampah yang dilakukan UPTD sekaligus 
Bank Sampah DLH Berjaya Kabupaten 
Lampung Tengah. 

4. Pengawas Tempat 
Pembuangan Akhir 
(TPA) sampah Kabupaten 
Lampung Tengah 

Penjelasan mengenai penanganan sampah 
yaitu pemrosesan akhir di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sampah di 
Kabupaten Lampung Tengah. 
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5. Camat Terbanggi Besar, 
Kabupaten Lampung 
Tengah. 

Penjelasan mengenai pelaksanaan kerja 
sama perangkat daerah dengan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 
Tengah dalam kebijakan pengelolaan 
sampah rumah tangga dan sampah sejenis. 
 

6. Lurah Bandar Jaya Barat, 
Kecamatan Terbanggi 
Besar, Kabupaten 
Lampung Tengah. 

Penjelasan mengenai kegiatan nyata di 
lapangan dengan peran masyarakat 
langsung dalam kebijakan pengelolaan 
sampah di Kelurahan Bandar Jaya Barat, 
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten 
Lampung Tengah. 
 

7. Ketua Komunitas Muda 
Pembaharu 

Penjelasan mengenai pandangan 
masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan 
pemerintah mengenai pengelolaann sampah 
di Kabupaten Lampung Tengah. 

 
(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025) 

 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi iadalah imetode idalam imengumpulkan idata idengan icara 

imengumpulkan, imempelajari, iserta imenganalisis idokumen iyang 

isejalan, imisalnya ilaporan, iarsip, icatatan, iatau idokumen itertulis. 

Tabel 6. Dokumentasi 

No. Dokumen Substansi 
1. Peraturan iPresiden iNomor i97 

iTahun i2017 
Kebijakan idan iStrategi iNasional 
iPengelolaan iSampah iRumah 
iTangga idan iSampah iSejenis. 

2. Peraturan iPemerintah iNomor 
i81 iTahun i2012 

Pengelolaan isampah irumah itangga 
idan isampah isejenis. 

3. Peraturan iBupati iKabupaten 
iLampung iTengah iNomor i38 
iTahun i2022 

Kebijakan idan istrategi ipengelolaan 
isampah idi iKabupaten iLampung 
iTengah. 

4. Dokumen ipenyusunan 
ikebijakan idan istrategi idaerah 
i(Jakstrada) ipengelolaan 
isampah irumah itangga idan 
isampah isejenis 

Arah ikebijakan idan istrategi iDinas 
iLingkungan iHidup iKabupaten 
iLampung iTengah idalam 
ipengelolaan isampah. 

 
(sumber: Diolah oleh peneliti, 2025) 
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3. Observasi 

Menurut iSugiyono i(2019), iobservasi iadalah isalah isatu imetode 

pengumpulan idata iyang idiperoleh idengan icara imengamati isecara 

langsung ikegiatan, iperilaku, iatau ifenomena itertentu ipada iobjek 

penelitian.  

Tabel 7. Gambaran Objek Observasi Penelitian 

 
No. Objek yang diamati Informasi  

1. Tempat Pembuangan 
Sementara (TPS), Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA), 
Bank Sampah. 

Mengetahui pelaksanaan kegiatan 
nyata mengenai kebijakan 
pengelolaan sampah di Kabupaten 
Lampung Tengah. 

2. Pegawai Dinas Lingkungan 
Hidup, petugas kebersihan dan 
fasilitas pengelola sampah. 

Mengetahui ketersediaan sumber 
daya manusia sebagai pelaksana dan 
sarana prasarana pendukung. Serta 
melihat sikap pelaksana terhadap 
tujuan kebijakan. 

3. Kantor Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Lampung 
Tengah, kantor kecamatan dan 
kantor kelurahan 

Mengetahui struktur organisasi 
pelaksana kebijakan, pembagian 
tugas dan bentuk koordinasi antar 
pelaksana. 
 

4. Lingkungan Kabupaten 
Lampung Tengah 

Mengetahui perilaku dan kesadaran 
masyarakat terhadap pengelolaan 
sampah di Kabupaten Lampung 
Tengah.  

 
(sumber: Diolah oleh peneliti, 2025) 

 

3.6 Teknik Analisa Data  

 
Pengelolaan data telah dikumpulkan dan dikelola, tahap selanjutnya adalah 

menganalisis data secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan 

mendeskripsikan temuan data dalam bentuk narasi atau penjelasan verbal. 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan model analisis data kualitatif dari 

Miles, Huberman, dan Saldana sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019). 

Pemilihan model ini didasarkan pada alurnya yang sistematis dan mudah 

dipahami, sehingga mempermudah proses interpretasi data. Model analisis ini 

terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 
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Gambar 3. Komponen Teknik Analisis Data Kualitatif 

Sumber: (Miles, Huberman dan Saldana, 2014) 

 

1. Pengumpulan data (Data Collecion) 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi 

langsung terhadap objek studi, yang mencakup wawancara dengan berbagai 

pihak terkait seperti staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 

Tengah mengenai kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis, Kepala Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelola 

Bank Sampah DLH Berbenah, serta perangkat daerah di kecamatan dan 

kelurahan. Selain itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan, kondisi 

pengelolaan sampah, dan peraturan daerah juga dikumpulkan untuk 

memperkuat hasil analisis. 

2. Kondensasi data (Data Condensation) 

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber kemudian 

dikondensasi, yaitu melalui proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 

dan peringkasan informasi. Proses ini mencakup penelaahan terhadap data 

capaian pengelolaan sampah tahun 2022–2024, dokumen Peraturan Bupati 

Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 mengenai kebijakan pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sejenis, serta hasil observasi kondisi TPS dan 

TPA. Wawancara dengan sejumlah informan kunci juga dianalisis dan 

disederhanakan guna memperoleh data yang lebih tajam, relevan, dan 

sistematis. Hasil-hasil tersebut dikelompokkan berdasarkan temuan utama 

dan pola-pola yang muncul. 
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3. Penyajian data (Data display) 

Setelah melalui tahap kondensasi, data disusun dalam bentuk penyajian 

yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian ini dapat berbentuk 

narasi deskriptif, tabel, grafik, atau visualisasi lain yang mendukung 

penarikan kesimpulan. Penyusunan data dalam format yang terstruktur ini 

mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan yang lebih mudah 

dimengerti. 

4. Menarik kesimpulan (Conclusion drawing) 

Kesimpulan tidak hanya ditarik di akhir proses penelitian, tetapi juga 

dikembangkan secara bertahap selama analisis berlangsung. Dalam 

penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan 

hasil wawancara, dokumentasi, dan data sekunder yang telah dianalisis 

sebelumnya. Seluruh data tersebut diklasifikasikan ke dalam tema-tema 

utama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah. 

Kesimpulan akhir dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi atau 

saran yang relevan dengan temuan penelitian.  

 

3.7 Teknik Uji Keabsahan Data 

 
1. Uji ikredibilitas i(credibility) 

Uji ikredibilitas ibertujuan iuntuk imenilai itingkat ikepercayaan iterhadap 

idata idalam iproses ipenelitian. iDalam ikonteks ipenelitian iini, 

ikredibilitas idiuji imenggunakan iteknik itriangulasi, iyaitu imetode 

ipemeriksaan idata imelalui ipenggabungan iberbagai iteknik ipengumpulan 

iinformasi idan isumber idata iyang iberagam. iTujuannya iiadalah iiuntuk              

mengecek ikeakuratan iinformasi idan imemperkuat itemuan idengan 

ipembanding idiluar idata iutama ipenelitian. iJenis itriangulasi iyang 

idigunakan iadalah itriangulasi isumber, iyaitu idengan imembandingkan 

iserta imengecek ikonsistensi idata iyang idiperoleh idari iobservasi, 

iwawancara, idan idokumentasi. iMenurut i(Sugiyono, i2019), itriangulasi 

isumber imencakup iperbandingan ihasil iinformasi iyang idiperoleh ipada 

iwaktu idan idari ialat iyang iberbeda. iDalam ipraktiknya, ihasil 
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iwawancara iakan idibandingkan idengan idokumen ivisual iseperti ifoto 

iatau igambar, iserta i ireferensi iilmiah iyang irelevan. 

2. Uji itransferabilitas i(transferability) 

 Uji itransferabilitas imengacu ipada isejauh imana ihasil ipenelitian idapat 

iditerapkan ipada ikonteks iatau isituasi ilain idi iluar ilokasi ipenelitian. 

iUntuk imemastikan ihal iini, ipeneliti imenyajikan ihasil ipenelitian isecara 

irincian, isistematis, idan ijelas imengenai ipelaksanaan ikebijakan 

ipengelolaan isampah irumah itangga idan isejenis idi iKabupaten 

iLampung iTengah. iUraian iyang imendalam iini ibertujuan iagar ipembaca 

imaupun ipeneliti ilain idapat imemahami ikonteks istudi idengan ibaik idan 

imenilai iapakah itemuan itersebut irelevan iuntuk idiaplikasikan idi itempat 

ilain. 

3. Uji idependabilitas i(dependability) 

 Uji idependabilitas iberfokus ipada ikonsistensi idata iserta iproses iyang 

idilakukan ipeneliti. iUntuk imenguji iaspek iini, idilakukan iproses iaudit 

iterhadap ikeseluruhan itahapan ipenelitian. iDalam istudi iini, iuji 

idependabilitas idilakukan imelalui ibimbingan iintensif idengan idosen 

ipembimbing iyang iberperan isebagai iauditor. iPeneliti iberkonsultasi 

isecara iberkelanjutan iguna imemastikan itidak iterjadi ikesalahan idalam 

ipenyusunan ilaporan imaupun idalam ipelaksanaan ipenelitian iitu isendiri 

ipenelitian. 

4. Uji ikonfirmabilitas i(confirmability) 

Uji iKonfirmabilitas ibertujuan imenguji iobjektivitas ihasil ipenelitian, 

iyaitu isejauh imana itemuan idapat idikonfirmasi ioleh ipihak ilain 

iberdasarkan ijejak iproses iyang idilakukan. iDalam ipenelitian iini, 

ikonfirmabilitas idiuji imelalui ipenyajian iyang itransparan imengenai 

iseluruh itahapan ipelaksanaan ipenelitian, ikhususnya iterkait ipenerapan 

ikebijakan ipengelolaan isampah irumah itangga idan isampah isejenis idi 

iKabupaten iLampung iTengah. iPeneliti imemastikan ibahwa iproses iyang 

iditempuh ibebas idari ibias ipribadi idan idapat iditelusuri isecara ilogis. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan hasil pembahasan Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kabupaten 

Lampung Tengah, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: 

1. Dalam implementasi kebijakan, berdasarkan dengan teori Van Meter dan 

Van Horn, keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh berbagai aspek 

yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi 

pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap pelaksana dan 

kondisi sosial, ekonomi dan politik. Standar dan tujuan kebijakan 

pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah telah jelas ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sejenis. Kedua yaitu sumber daya, implementasi 

kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah terhambat 

oleh keterbatasan sumber daya yang meliputi jumlah sumber daya manusia 

yang minim, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta anggaran yang 

hanya cukup untuk operasional dasar. Ketiga yaitu karakteristik organisasi 

pelaksana, meliputi struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lampung Tengah telah terbentuk secara formal berdasarkan hukum yang 

jelas, pola hubungan vertikal antar pelaksana atas dan bawah telah berjalan. 

Namun terbatasnya cakupan wilayah akibat kurangnya petugas dan fasilitas 

menyebabkan kebijakan belum menjangkau seluruh daerah, terutama 

pedesaan, sehingga pelaksanaan belum merata dan menyeluruh. Keempat 

yaitu komunikasi antar organisasi, komunikasi telah terjalin antar Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dengan kecamatan dan 

kelurahan, namun bersifat tidak rutin, dan belum sistematis. Kelima yaitu 
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disposisi atau sikap pelaksana yaitu pegawai pengelolaan sampah di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, kecamatan dan kelurahan 

menunjukkan sikap positif, serta memiliki kemauan. Terakhir yaitu 

keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten 

Lampung Tengah dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 

Dari sisi kondisi sosial kesadaran masyarakat masih rendah karena edukasi 

belum merata dan berkelanjutan. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat 

yang beragam membuat partisipasi dalam pembayaran retribusi pengelolaan 

sampah kurang optimal. Dukungan politik hanya melalui regulasi 

kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah tidak sepenuhnya 

berjalan optimal. 

 

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah:  

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis di 

Kabupaten Lampung Tengah secara umum telah memiliki landasan 

kebijakan yang baik. Kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan sistem 

pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan, sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 

Tahun 2022. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai 

hambatan, yaitu: 

1) Kurangnya kemampuan di kalangan pelaksana utama kebijakan yaitu 

pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam 

menghadapi hambatan penerapan pengelolaan sampah. 

2) Keterbatasan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya 

sarana dan prasarana serta sumber daya anggaran menjadi penghambat 

utama dalam opersional kebijakan. Sumber daya manusia yang terbatas 

baik dari segi jumlah, maupun kualitas menyebabkan rendahnya 

efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, keterbatasan 

sarana dan prasarana seperti armada pengangkut sampah, tempat 

penampungan sementara, dan fasilitas daur ulang yang rusak dan tidak 
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berfungsi juga menghambat kelancaran proses pengelolaan sampah. Di 

sisi lain, alokasi anggaran yang minim membuat pelaksanaan terbatas 

karena hanya cukup untuk kegiatan operasional dasar saja seperti 

pengangkutan sampah, biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan 

pengangkut, pembiayaan gaji petugas kebersihan di lapangan. Sehingga 

terbatas untuk mendanai seluruh kegiatan mulai dari pengolahan 

sampah terpadu atau teknologi inovasi pengolahan sampah lanjutan, 

pembangunan TPS3R dan edukasi masyarakat, sehingga berdampak 

pada pencapaian tujuan kebijakan yang kurang maksimal. 

3) Cakupan wilayah kebijakan berfokus pada daerah perkotaan, sehingga 

belum menyeluruh ke seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 

4) Terakhir yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kesadaran 

masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah, kemampuan 

ekonomi masyarakat terbatas terhadap pembiayaan retribusi 

penanganan sampah. Serta dukungan politik dari pemerintah hanya 

sebatas regulasi kebijakan, pengelolaan sampah belum menjadi prioritas 

pembangunan. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil kesimpulan diatas, peneliti disini akan memberikan 

saran mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:  

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk 

memprioritaskan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dalam 

Pembangunan daerah dan memberi dukungan infrastruktur pengelolaan 

sampah terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Serta 

mendukung dalam mendorong investor atau pihak swasta untuk bekerja 

sama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk 

memperkuat kapasitas pengawai melalui program pelatihan teknis secara 

berkala dalam pengelolaan sampah. Mengoptimalkan kuantitas pegawai 

serta sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sampah untuk memperluas 
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cakupan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kabupaten 

Lampung Tengah, perkuat sistem monitoring dan evaluasi rutin terhadap 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah agar kendala yang dihadapi di 

lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani serta mendorong bank 

sampah yang lebih aktif, inovasi untuk pengelolaan sampah yang lebih 

modern, seperti menggabungkan teknologi, pemberdayaan masyarakat 

untuk meningkatkan efektivtas pengelolaan sampah. 
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